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ABSTRAK

Tanah merupakan hamparan permukaan bumi tempat manusia hidup yang
harus dimanfaatkan seefisien mungkin dan dijaga kelestariannya sehingga dapat
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia, oleh karena itu
harus diatur. Menurut Hukum Indonesia pengaturan Penguasaan Tanah itu diatur
dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang- Undang
Pokok Agraria, dan Undang-Undangan lainnya. Tanah yang dikuasai oleh warga
dapat dialihkan kepada pemerintah untuk kepentingan umum, atas dasar itu peraturan
terakhir mengenai Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Ketentuan ini menjadi acuan dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Venue
Dayung dikawasan Jakabaring Sport City, dalam Pengadaan Tanah itu timbul
masalah apakah orang yang menguasai tanah berdasarkan hukum adat ( tidak dapat
membuktikan adanya sertipikat yang dikeluarkan olenh Badan Pertanahan Nasional
dibayar ganti ruginya oleh pemerintah ), jika muncul pihak ketiga yang menuntut
ganti rugi juga perihal bidang tanah tersebut telah dibayar kepada pihak yang lain
apakah Pemerintah Provinsi harus membayar lagi. Dengan metode deskriptif
kualitatif penulis mengkaji peraturan Hukum Tanah dan teori-teori yang relevan.
Akhirnya sampailah pada kesimpulan dan saran.

Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Tanpa Sertipikat

Pembimbing Pertama, Pembimbing Kedua,
H. Amrullah Arpan, S.H.,S.U. H. Albar Sentosa Subari, S.H..S.U.
NIP. 195305091980031001 NIP.195501011981031007
Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum.
NIP. 196511011992032001
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pertambahan penduduk di Indonesia menyebabkan meningkatnya
kebutuhan fasilitas umum seperti jalan umum, jalan tol, pelabuhan, bandar
udara, terminal, transportasi, fasilitas keselamatan umum, gedung
perkantoran, prasarana pendidikan, prasarana olahraga dan lain sebagainya.
Peningkatan fasilitas umum menyebabkan pemerintah Indonesia membangun
infrastruktur yang dimana dalam membangun infrastruktur sangat
memerlukan tanah yang menjadi modal dasarnya. Pembangunan infrastruktur
merupakan kewajiban dari sebuah negara demi mencapai kesejahteraan dan
keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang tertuang didalam Pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus
dimanfaatkan seefisien mungkin dan dijaga kelestariannya sehingga dapat
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia.
Menurut Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945 dinyatakan bahwa “ bumi air dan ruang angkasa termasuk kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh Negara dan dipergunakan

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”
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Mengingat ketentuan dalam Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 mengenai hak
menguasai dari Negara, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok- Pokok Agraria, Pasal 2 UUPA mengatur tentang hak menguasai dari
Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk : a.
mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan
pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; b. Menentukan dan
mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air
dan ruang angkasa; c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum
antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air

dan ruang angkasa.

Atas dasar hak menguasai dari Negara yang dimaksud dalam Pasal 2
UUPA, dalam Pasal 4 UUPA ditentukan adanya macam-macam hak atas
dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum lainnya,
yang dimana hak-hak tersebut tercantum di dalam Pasal 16 UUPA vyaitu hak
milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak
membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk

dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang
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serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana disebutkan dalam Pasal

53 Ayat 1 UUPA.!

Menurut Pasal 6 UUPA menyatakan bahwa “ semua hak atas tanah
mempunyai fungsi sosial”, yang menunjukkan bahwa hak atas tanah yang ada
pada seseorang tidak dapat dibenarkan bahwa tanah tersebut digunakan untuk
kepentingan diri pribadi apalagi jika menimbulkan kerugian bagi masyarakat
disekitarnya. Maka penggunaan tanah harus dapat disesuaikan dengan
keadaan dan sifat dari tanah tersebut, sehingga dapat mencapai kesejahteraan

dan dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar maupun Negara..

Hak Atas Tanah selain mempunyai fungsi sosial, hak atas tanah juga
dapat dicabut untuk kepentingan umum yang dimana ditentukan dalam Pasal
18 UUPA yang menyatakan bahwa :

“Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara

serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat

dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara
yang diatur dengan Undang-undang”

Tanah yang menjadi modal dasar dalam pembangunan merupakan

peran yang sangat penting, bahkan menentukan berhasil atau tidaknya suatu

! pasal 53 berbunyi: “Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud
dalam Pasal 16 Ayati 1 huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan
hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan
Undang-Undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang
singkat.”
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pembangunan.?  Seiring dengan meningkatnya pembangunan  untuk
kepentingan umum yang memerlukan tanah, maka untuk pengadaannya perlu
dilakukan secara cepat dan transparan dengan tetap memperhatikan prinsip
penghormatan hak-hak yang sah atas tanah, oleh karena itu untuk dapat
memfasilitasi kepentingan rakyat dan pemerintah dalam hal Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka harus

membentuk Panitia Pengaadan Tanah.?

Menurut Pasal 1 angka 2 UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, “Pengadaan tanah
adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kergian yang
layak dan adil kepada pihak yang berhak.” Dalam hal Pengadaan tanah bagi
pelaksanaan  pembangunan untuk kepentingan umum  pemerintah
melaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah merupakan suatu kegiatan untuk
melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah yang dikuasai

dengan cara memberi ganti kerugian atas dasar musyawarah. Ganti Rugi

2 Joni, Pertanahan Dalam Pembangunan Indonesia, Departemen Penerangan
Republik Indonesia, 1982, him. 165.

® Etta Margaretha, Skripsi; Pengadaan Tanah Dalam Rangka Pembangunan Fly
Over Simpang Polda Di Kota Palembang, ( Palembang:2007), him.1.
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pembebasan tanah dapat berupa tanah-tanah yang telah mempunyai hak dan

tanah-tanah dari masyarakat hukum adat.*

Pasal 1 angka 6 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyatakan bahwa “Kepentingan
umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus
diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk

kemakmuran rakyat”.

Mengenai hal tersebut UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum  memberikan
penegasan bahwa kepentingan umum yang dimaksud adalah kepentingan
bangsa, Negara dan masyarakat yang harus diwujudkan demi kemakmuran

rakyat.

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum sangat rawan dalam hal pembebasan lahan, karena
menyangkut hajat hidup orang banyak. Pemerintah dalam hal melakukan
pembangunan sangat membutuhkan tanah, akan tetapi tanah yang tersedia
sangatlah terbatas, maka dari itu salah satu caranya adalah pembebasan tanah

milik rakyat, baik dalam penguasaan tanah adat maupun hak-hak yang

* Soedharyo Soimin, Status Hak Dan Pembebasan Tanah, Sinar

Grafika,Jakarta, 1994, him.82
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melekat diatasnya. ° Pembebasan tanah yang mempunyai hak untuk
mendapatkan ganti rugi adalah mereka yang berhak atas tanah/ bangunan/
tanaman yang ada diatasnya, dengan berpedoman kepada hukum adat
setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam

UUPA.

Menurut Pasal 1 angka 10 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum juncto Pasal 1 angka 10
Peraturan Presiden Rl No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah
bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, ganti Kkerugian adalah
penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses
pengadaan tanah. Ada beberapa aspek ganti rugi yang layak yaitu aspek
ekonomi, aspek sosiologis, dan aspek filosofis.® Yang dapat diberikan ganti
kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut Pasal 33
UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum juncto Pasal 65 Peraturan Presiden RI No. 71 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum, yaitu tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah,
bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan/atau kerugian

lain yang dapat dinilai.

5 -
Ibid, him.2.
® Bernhad Limbong, Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, Margaretha Pustaka,
Jakarta, 2011, him.369.
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Bentuk ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan
umum ditetapkan dalam Pasal 36 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum juncto Pasal 74
Peraturan Presiden Rl No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu
berupa uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham atau

bentuk lain yang disetujui kedua belah pihak.

Pengadaan tanah dalam hal penaksiran mengenai besarnya ganti rugi,
panitia pengadaan tanah melakukan pembebasan tanah harus dengan
mengadakan musyawarah antara para pemilik/pemegang hak atas tanah
dan/atau benda/tanaman yang ada diatasnya berdasarkan harga umum
setempat. Menurut Ali Achmad Chomzah bahwa tanah-tanah yang dikelola
oleh Badan Pertanahan Nasional, “ apabila tanah-tanah tersebut dilihat dari
salah satu aspek yaitu, sifat dari jenis tanah, perombakan mengenai pemilikan

dan penguasaan, status hukum atas tanah dan kepastian hak atas tanah”.’

Pembebasan tanah atau pencabutan hak atas tanah, harus diadakan
penelitian terlebih dahulu terhadap keterangan dan data yang telah diajukan
pada saat mengadakan taksiran akan ganti rugi dalam rangka pembebasan
tanah yang akan berkaitan dengan pembangunan, apabila telah mencapai

kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, maka dapat dilakukan

" Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria, Prestasi Pustakanya, Jakarta, 2003,
him.11.
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pembayaran ganti rugi dan ganti rugi dilakukan secara langsung bagi pihak
yang berhak, setelah itu barus melakukan pelepasan/penyerahan hak atas
tanah yang bersangkutan. Apabila pembebasan tanah secara musyawarah
tidak memperoleh jalan keluar antara pemegang hak atas tanah dan
Pemerintah, sedangkan tanah itu akan dipergunakan untuk kepentingan
umum, maka dapat titempuh dengan cara yang telah ditentukan dengan

Undang-Undang yang berlaku.

Apabila juga tidak terjadinya kesepakatan mengenai bentuk atau
besarnya ganti rugi tanah, masyarakat pemilik tanah dapat mengajukan
keberatannya kepada pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 38 Ayat (1)
UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum yang  menyebutkan :

“Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai bentuk dan/atau
besarnya Ganti Kerugian, Pihak yang Berhak dapat mengajukan
keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu paling
lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan Ganti
Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat 1.”

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan menjadi salah satu tuan rumah pada acara Asian Games Tahun 2018,
untuk itu perlu sarana, salah satunya adalah sarana Dayung, maka dari itu
penulis tertarik untuk menulis dan membahasnya dalam bentuk skripsi dan

mengambil kabupaten Banyuasin sebagai lokasi penelitian, karena dari hasil
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pengamatan dan berdasarkan informasi dari Warga Desa Sungai Kedukan
kecamatan Rambutan Banyuasin telah dilakukan pengadaan tanah untuk
pembangunan kepentingan umum berupa pembangunan Sarana olahraga
Dayung, karena proyek ini mengorbankan tanah milik warga maka proses
pemberian ganti kerugian kepada para pemilik hak atas tanah yang terkena
lokasi pembangunan kepentingan umum pun menarik untuk dilakukan
penelitian, maka penulis ingin mengadakan penelitian penulisan hukum
dengan judul : “« PEMBAYARAN GANTI RUGI PENGADAAN TANAH
YANG BERSERTIPIKAT DAN TIDAK BERSERTIPIKAT GUNA
PEMBANGUNAN SARANA OLAHRAGA DAYUNG ASIAN GAMES

2018 DI KECAMATAN RAMBUTAN BANYUASIN ”

B. RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah dalam
skripsi ini dirumuskan sebagai berikut :
1. Apakah tanah yang tidak bersertipikat dapat dijadikan obyek
pemberian ganti rugi?
2. Apakah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus membayar ganti
rugi lagi apabila terjadi tuntutan orang lain terhadap bidang tanah yang

sama yang telah dibayar?
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C. TUJUAN PENELITIAN
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bahwa tanah yang tidak
bersertipikat juga merupakan obyek pemberian ganti rugi.
2. Untuk mengetahui bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harus
atau tidak membayar ganti rugi lagi apabila terjadi tuntutan orang lain

terhadap bidang tanah yang sama yang telah dibayar.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut antara lain :

1. Dari sudut Teoritis, untuk memberi informasi yang berkaitan dengan
bidang hukum Perdata, Khususnya mengenai Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Ganti Rugi tanah tanpa
sertipikat hak milik dan Ganti Rugi yang terjadi jika ada tuntutan
orang lain terhadap bidang tanah yang sama tanpa dibayar.

2. Dari sudut Praktis, untuk memberikan saran kepada pihak yang terlibat
dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum terutama Ganti Kerugian tanpa Sertipikat Hak Milik, dan

terhadap bidang tanah yang sama.
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E. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup skripsi ini menyangkut Undang- Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3), Undang-Undang Pokok Agraria
Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang
Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di atasnya.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Peralihan Hak Atas Tanah dan
Bangunan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden
Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional ( BPN ) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk

Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

F. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL
Menurut M. Solly Lubis, Kerangka teori adalah kerangka
pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai sesuatu kasus
atau permasalahan ( problem) yang menjadi bahan perbandingan

pegangan teoritis.®

M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994,
him.80.
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Dengan demikian penulis akan menggunakan beberapa teori yang
dalam penulisan skripsi ini yaitu :
a. Teori Kepastian Hukum
Menurut Kelsen, hukum adalah sistem norma. Norma adalah
aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi
kehidupan manusia untuk bertingkah laku dalam masyarakat, baik
berhubungan dengan sesama individu maupun dengan masyarakat.
Aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat untuk
membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya
aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian
hukum.®
Menurut  Utrecht, kepastian hukum mengandung dua
pengertian, yaitu adanya aturan bersifat umum yang membuat
individu megetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh
dilakukan, dan berupa keamanan hukum bagi individu dari
kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang
bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh

dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.°

® peter Mahmud Marzuki, Pengantar llmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, him.158.
% Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya
Bakti,Bandung, 1999, him. 23.
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b. Teori tentang Penguasaan Tanah

Benda yang menurut Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata digolongkan dalam Benda Tidak Bergerak, sebagai suatu
benda ia merupakan obyek dari hak Penggusaan Tanah. Pengusaan
Tanah merupakan hak dari subjek hukum dalam menguasai atau
meletakan tanah dalam kekuasaannya.

Di Dalam Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria
memberikan hak kepada subjek hukum untuk menguasai tanah
dalam bentuk Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan,
Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut
Hasil Hutan dan Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak
tersebut diatas yang akan ditetapkan dngan undang-undang serta
hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam
Pasal 53. Pengakuan terhadap hak adat berdasarkan pada Pasal 5
UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria yang menyatakan :

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa
jalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas
persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan
peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini
da dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala
sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar
pada hukum agama.”
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Menurut Angka 11l Penjelasan Umum Undang-undang ini
menyebutkan bahwa hukum adat dijadikan dasar dari hukum
agraria yang baru , dengan sendirinya hukum agraria yang baru itu
( maksudnya adalah UU No. 5 Tahun 1960 ini : penulis skripsi )
harus disesuaikan dengan kesadaran hukum daripada rakyat
banyak.” Hingga saat ini menurut penulis masyarakat Indonesia
masih mengakui Hak-hak Adat.

Dari uraian ini dapat penulis katakan bahwa ada pengakuan
akan penguasaan tanah oleh warga, sekalipun tidak dapat
dibuktikan dalam bentuk sertipikat. Selain itu Negara tetap diakui
sebagai pemegang hak atas tanah sepanjang bidang tanah itu tidak
atau belum diserahkan kepada subjek hukum lain ( Perorangan/
Badan Hukum).

Selain didukung dengan Kerangka Teori, penulisan skripsi ini
juga didukung dengan kerangka konseptual, dalam kerangka ini
diungkapkan beberapa pengertian yang akan digunakan sebagai
dasar penelitian hukum yaitu :**

c. Pengertian Ganti Rugi
Pengusaaan tanah oleh subjek hukum merupakan aset dari

subjek hukum itu. Pengusaaan ini harus dilindungi baik

1 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji , Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 2011, Cetakan Ke-13.
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berdasarkan UUPA maupun Peraturan Perundang-undangan
lainya.

Pengalihan hak atas tanah haruslah memiliki dasar hukum
dalam berkeadilan ( yang artinya tidak boleh merugikan pihak
yang menyerahkan tanah maupun yang menerima pengalihan itu ).
Selain itu kepentingan umum harus diutamakan dari kepentingan
pribadi sekalipun demikian hak-hak pribadi dari subjek hukum
tidak boleh dirampas begitu saja atas dasar kepentingan umum
untuk itulah perlu diatur mengenai ganti rugi.

Penentuan ganti rugi semaksimal mungkin harus didasarkan
kesepakatan. Menurut Mudakir Iskandar Syah untuk menentukan
ganti rugi diserahkan dengan kesepakatan bersama antara pihak
yang memerlukan dan para pemiliknya.*?

d. Pengertian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum

Pengadaan Tanah adalh perbuatan hukum berupa pelepasan
hubungan hukum yang semula ada antara pemegang hak dan
tanahnya yang diperlukan, dengan pemberian ganti rugi dalam

bentuk uang, fasilitas atau lainnya, melalui musyawarah untuk

12 Mudakir Iskandar Syah, Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan
Umum, Permata Aksara, Jakarta, 2015, HIm.20.
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mencapai kata sepakat antara pemegang hak dengan pihak yang
memerlukannya. ( Boedi Harsono, 1990:7 )

Pengadaan Tanah merupakan proses pelepasan hak atas
kepemilikan atas tanah dan/atau benda-benda yang ada diatasnya
yang dilakukan secara sukarela untuk kepentingan umum. (
Gunanegara, 2008:2-3), Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 UU
No.2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum, ‘“Pengadaan tanah adalah kegiatan
untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian
kepada yang berhak atas tanah tersebut.™

Kepentingan umum merupakan kepentingan negara dan bangsa
serta kepentingan bersama dari rakyat, yang dapat dilahat dari
segi-segi sosial, politik, psikologis dan hankamnas atas dasar asas-
asas Pembangunan Nasional dengan memperhatikan Ketahanan
Nasional serta Wawasan Nusantara."?

Kepentingan Umum merupakan suatu kepentingan yang
menyangkut semua lapisan yang ada didalam masyarakat tanpa
memandang golongan, suku, agama, status sosial dan

sebagainya.**Sedangkan menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 2 Tahun

3 John Salindeho, Masalah Tanah dalam Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta,
1988, him 33.

4 Mudakir Iskandar Syah, Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan
Umum, Permata Aksara, Jakarta, 2015, him. 20.
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2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum juncto Pasal 1 angka 5 Perpres No. 71 Tahun
2012, Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan
masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan
digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

G. METODE PENELITIAN

Metode merupakan proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan
suatu permasalahan. Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk
pedoman untuk melakukan penelitian, sedangkan Penelitian menurut Soerjono
Soekanto merupakan suatu sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara
sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut perlu
diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan
diolah.”

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan
tentang suatu gejala sehingga dapat merumuskan masalah serta memperoleh
pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu gejala sehingga dapat
merumuskan hipotesa.

Oleh karena itu penulisan dalam skripsi ini, penulis menggunakan

metodelogi penulisan sebagai berikut :

1> Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali
Press, Jakarta, 1985, him.1.
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a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis
empiris. Karena melihat bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat
dalam menyelesaikan suatu masalah. Penelitiaan ini dilakukan dengan
mengkombinasikan data primer yang berupa hasil wawancara dengan
data sekunder guna mengidentifikasi permasalahan serta mencari
dasar hukum yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan
tersebut. Data yang diperoleh dari Kantor Agraria dan Tata Ruang (
ATR ) / Badan Pertanahan Nasional ( BPN ) Kabupaten Banyuasin
dan Masyarakat yang terlibat dalam pengadaan tanah tersebut.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dilakukan secara pendekatan
Undang-Undang ( statute approach ) dan pendekatan kasus.
Pendekatan Undang-Undang yaitu dengan cara menelah semua
Peraturan Perundangan-undangan tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan  Untuk Kepentingan Umum, Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,
pendapat para ahli yang merupakan data sekunder yang dikaitkan
dengan keadaan yang sebenarnya dalam pengadaan tanah untuk
kepentingan umum di lapangan, mempelajari permasalahan yang ada

di lapangan, terkait dengan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan
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Umum dalam hal Pembangunan sarana Dayung yang ada di
Kecamatan Rambutan Banyuasin.

c. Jenis dan Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi

2 jenis terdiri dari :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh penulis
secara langsung dari sumbernya yaitu melalui wawancara
dengan pihak yang mempunyai kewenangan dan pihak yang
terkait dalam Pengadaan Tanah tersebut.

Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh penulis
melalui studi kepustakaan yaitu memperoleh data dokumen-
dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek
penelitian, jurnal dan peraturan-peraturan perundang-
undangan.

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan adalah untuk
menunjukan jalan pemecahan masalah penelitian.’® Data

sekunder itu kemudian dibagi lagi menjadi :

112

16 Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 1996, him.
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1) Bahan Hukum Primer vyaitu bahan hukum yang

berkaitan dengan proses Pengadaan Tanah Untuk

Kepentingan Umum antara lain :

a)

b)

d)

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok — Pokok Agraria;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum;

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk  Kepentingan
Umum;dan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
( BPN ) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk

Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat

hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat

membantu memberi penjelasan dan memahami bahan

hukum primer, meliputi :
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a) Buku-buku yang membahas mengenai hukum
agraria dan masalah pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum;

b) Buku-buku yang membahas tentang
penyelesaian sengketa;

c) Hasil penelitian tentang pengadaan tanah dan
pembebasan tanah;dan

d) Makalah, tesis, skripsi lainnya yang
berhubungan dengan permasalahan penelitian
ini.

3) Data hukum tersier merupakan bahan-bahan yang
memberi petunjuk dan penjelasan mengenai bahan
hukum primer dan hukum sekunder.'’, dalam
penelitian ini bahan penelitian tersier yang menjadi
acuan penulis dalam menulis skripsi ini adalah Kamus
Ensiklopedia hukum dan Kamus Besar Bahasa
Indonesia ( KBBI ).

d. Lokasi Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan
informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan

mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian sesuai dengan

7 1bid, him. 114
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judul yang penulis ajukan, maka untuk memperoleh data yang
berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti penulis akan
mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Rambutan
Banyuasin sebagai tempat pembangunan venue cabang
olahraga dayung.

e. Populasi dan Teknik Penarikan Sampel

Populasi merupakan seluruh obyek, individu, gejala
atau seluruh kejadian yang akan diteliti.'®

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang
terkait dengan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum khususnya dalam pembangunan Venue
Cabang Olahraga Dayung di Kecamatan Rambutan
Banyuasin. Maka dari itu dengan menggunakan populasi
tersebut akan memperoleh data yang akurat dan tepat dalam
penulisan skripsi ini.

Teknik Penentuan Sampel di dalam penulisan
penelitian ini adalah Teknik penarikan sampel Purposive,
yang dimana menentukan kriteria khusus terhadap sampel,
terutama orang-orang yang dianggap ahli. Dalam penelitian ini

kita harus memilih mereka yang memang memahami dalam

® Rony Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia
Indonesia, Jakarta.1988, him. 44
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hal Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum.*

Berdasarkan hal tersebut, maka objek yang dapat
dijadikan penelitian adalah Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan  Untuk  Kepentingan Umum  khusunya
pembangunan sarana olahraga dayung di Kecamatan
Rambutan Banyuasin.

Berdasarkan obyek tersebut di atas maka sampel
yang terpilih kemudian menjadi responden dalam penelitian
ini dalah sebagai berikut :

1. Warga masyarakat yang tanahnya terkena
Proyek Pembangunan sarana Dayung;
2. Camat Kecamatan Rambutan;
3. Kepala Kantor Pertanahan  Kabupaten
Banyuasin;
f. Teknik Pengumpulan Data

Dikarenakan keterbatasan waktu dan biaya oleh penulis
dalam melakukan penelitiannya maka teknik pengumpulan
data yang akan dilakukan secara purposive sampling. Yaitu

dengan metode penetapan sampel dengan memilih sampel

9 Bambang Prasetyo, Lina Miftahul Jannah.Metode Penelitian Kuantitatif,PT.
Rajagrafindo Persada.Jakarta.2010,him.135.
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tertentu yang dinilai sesuai dengan tujuan dan masalah
penelitian ( Nursalam: 2008 ). Dalam penelitian ini tempat
yang telah ditetapakan menjadi sampel penelitian adalah
Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Banyuasin. Adapun
teknik pengumupulan data yang akan digunakan dalam
penelitian ini adalah Wawancara. Wawancara merupakan
teknik pengumpulan data yang bersumber langsung dari
responden penelitian di lapangan. Dalam penulisan skripsi ini,
penulis akan mewawancarai pihak yang berkompenten pada
Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Banyuasin dengan masalah yang akan dibahas
dalam skripsi ini dan kemudian hasilnya akan ditunjang
dengan data sekunder yang di dapat dengan melakukan studi
kepustakaan.
g. Analisis Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang
digunakan adalah dengan metode analisis deskriptif, yaitu
suatu tipe analisis data dimana yang akan mengungkapkan
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dengan
teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian, yang

kemudian dilihat bagaimana pelaksanaan di lapangan.
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Selanjutnya akan penulis uraikan teori yang relevan dengan
penelitian dalam bab tinjauan pustaka berikut ini.
h. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik Penarikan Kesimpulan dalam penelitian ini
merupakan hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan
tujuan penelitian penarikan kesimpulan dilakukan secara
deduktif yaitu penarikan kesimpulan bertolak dan suatu
proposal umum yang kebenarannya telah diketahui dan

berakhir pada suatu kesimpulan yang khusus.

20 Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta,2007. him. 10
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